



GAMBARAN OBYEK PENELITIAN 
4.1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
4.1.1 Sejarah 
Sejarah PDI berawal dari penggabungan atau fusi dari 5 parpol, yakni PNI, 
Parkindo, Partai katolik, Murba dan IPKI. Kelimanya memiliki latar belakang, basis 
sosial, ideologi dan sejarah perkembangan yang berbeda. Fusi lima partai politik 
berlangsung pada 10 januari 1973 yang kini dirayakan sebagai hari ulang tahun  PDI 
perjuagan. Seiring perjalanannya PDI terus bongkar pasang dalam struktur 
pimpinan. Sampai pada suatu kepemimpinan Soerjadi yang saat itu dikecam oleh 
pemerintah di masa orde baru. Kehendak penguasa untuk mengakhiri karier 
Soerjadi sudah bulat. Sejumlah “dosa politiknya” terhadap Orba mengharuskan ia 
dikubur, sama dengan para senior sebelumnya. Kongres Medan dipersiapkan untuk 
itu. Tapi, Soerjadi memutuskan untuk mencoba melawan. Akibatnya, “aklamasi” 
bagi kembali berkuasanya Soerjadi dilakukan tubuh ini. Tapi ini melahirkan 
penentangan luas, apalagi kehendak penguasa memang bergerak ke arah itu. 
Kontroversi yang terus berlangsung akhirnya ditemukan jalan keluarnya lewat 
penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya. 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dilatarbelakangi dengan 
peristiwa 27 Juli 1996, dimana ketika itu kantor DPP PDI diserbu oleh ratusan orang 
berkaos merah yang bermaksud mengambil alih. Hal ini juga menjadi momentum 
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bagi Megawati Soekarno Putri untuk tampil di kancah perpolitikan Indonesia. 
Sebelum peristiwa ini, ia sudah tercatat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi 
Indonesia (PDI) dan anggota Komisi I DPR RI. Namun setelah kejadian tersebut, 
namanya pun semakin dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nama PDIP 
semakin menggema di negeri ini, terutama ketika menjelang pemilu tahun 1999. 
Karena di tahun tersebut, PDI berubah nama menjadi PDIP dan partai ini pun siap 
menghadapi pemilu pertamanya. Hal ini membawa berkah bagi PDI Perjuangan, 
dukungan yang begitu besarnya dari masyarakat menjadikannya sebagai pemenang 
pemilu dan berhasil menempatkan ratusan kadernya di parlemen. Dalam 
perjalannya, sang ketua umum yakni Megawati sebagai Wakil Presiden 
mendampingi KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang terpilih di dalam sidang 




Gambar 4.1 Logo PDIP 
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Lambang PDI Perjuangan berupa gambar banteng hitam bermoncng putih 
dengan latar merah di dalam lingkaran bergaris hitam dan putih. Makna dari logo 
tersebut, yaitu: 
1. Banteng dengan tanduk yang kekar melambangkan kekuatan rakyat 
dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. 
2. Warna dasar merah melambangkan berani mengambil resiko dalam 
memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk rakyat 
3. Mata merah dengan pandangan tajam melambangkan selalu 
waspada terhadap ancaman dalam berjuang. 
4. Moncong putih melambangkan dapat dipercaya dan berkomitmen 
dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran 
5. Lingkaran merah melambangkan tekad yang bulat dan perjuangan 
yang terus menerus tanpa terputus 
4.1.3 Visi dan Misi 
1. Visi 
Visi Partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan 
oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan 
Partai. 
Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI 
Perjuangan adalah : 
a) alat perjuangan guna membentuk dan membangun 
karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945; 
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b) alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa 
dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat 
sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila); 
c) alat perjuangan untuk menentang segala bentuk 
individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan 
semangat gotong royong dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila); 
d) wadah komunikasi politik, mengembangkan dan 
memperkuat partisipasi politik warga negara; dan 
e) wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa 
pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan 
menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara; 
2. Misi 
Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, 
sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan 
eksistensi Partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7,8, 9 
dan 10 Anggaran Dasar Partai, yaitu : 
Pasal 7 Partai mempunyai tujuan umum: 
a) mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 
Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil 
dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika; dan 
b) berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan 
sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas 
kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang 
berkepribadian dalam kebudaya 
Pasal 8 Partai mempunyai tujuan khusus: 
a) membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan 
rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial; 
b) membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, 
mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan 
menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan 
mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik 
untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi; 
c) memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan 
budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut 
rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, 
papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, 
pendidikan dan kesehatan; 
d) berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara 
konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial; dan 
e) menggalang solidaritas dan membangun kerjasama 
internasional berdasarkan spirit Dasa Sila Bandung dalam 
upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Tahun 1945 
Pasal 9 Partai mempunyai fungsi: 
a) mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab 
menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara; 
b) melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk 
ditugaskan dalam struktural Partai, LembagaLembaga 
Politik dan Lembaga-Lembaga Publik; 
c) membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki 
pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan 
ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara; 
50 
 
d) menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi 
rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara; 
e) menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan 
rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat 
Pancasila; dan 
f) membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar 
kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik 
warga negara. 
Pasal 10 partai mempunyai tugas: 
a) mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara 
Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 
b) mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan 
Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa 
dan bernegara; 
c) menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran 
Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara; 
d) menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat 
berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan 
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TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan 
politik Partai; 
e) memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan 
politik penyelenggaraan Negara; 
f) mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam 
jabatan politik dan jabatan publik; 
g) mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan 
negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 
1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman 
strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya 
pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa; 
h) sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif 
dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk 
membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai 
bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme. 
4.1.4 Struktur Kepengurusan DPD PDI Perjuangan Bali 
Sturuktur, komposisi, dan personalia dewan pimpinan daerah PDI 
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